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ABSTRAK
ANALISIS KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA DUMAI
NAMA : DINDA AYU ZULFANI
NIM : 211009081110

UMKM berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai mendukung pengembangannya melalui program dan kegiatan pembinaan UMKM.
Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa gejala permasalahan, antara lain: (1) masih ditemukan program dan kegiatan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai belum mencapai target yang telah ditentukan; dan (2) masih belum optimal pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai?”
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi menurut Mahmudi (2015), yang mengukur empat indikator, yaitu: (1) input; (2) output; (3) outcome; dan (4) impact. Populasi penelitian terdiri atas seluruh pegawai yang terlibat dalam pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebanyak 19 orang dan 70 orang pelaku UMKM binaan juga dijadikan sampel dengan teknik Purposive Sampling. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan skala likert sebagai skala pengukuran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai  dalam pembinaan UMKM tergolong dalam kategori Baik, ditunjukkan dari perolehan skor sebesar 3.525 yang berada pada rentang nilai 3.323 - 4.272 dari total skor maksimal dengan persentase frekuensi tanggapan responden sebesar 51%.  Adapun faktor pendukung yaitu (1) adanya inovasi produk setelah mengikuti pembinaan UMKM; dan (2) adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan UMKM. Sedangkan faktor penghambat yaitu (1) masih kurangnya program dan kegiatan pembinaan yang berhasil terlaksana; dan (2) masih kurangnya jumlah tenaga pendamping yang kompeten dalam pembinaan UMKM.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, membuka peluang usaha baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di tengah ketidakstabilan ekonomi global sekalipun UMKM seringkali tetap bertahan dan menjadi penyangga ekonomi masyarakat.
Di Indonesia, UMKM memegang peranan yang sangat strategis. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Oleh karena itu, penguatan dan pemberdayaan UMKM menjadi langkah strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
UMKM di Provinsi Riau memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan ekonomi daerah, terutama karena didukung oleh sumber daya alam dan keragaman produk lokal. Namun sebagian besar UMKM di Provinsi Riau masih dalam tahap bertahan hidup dan belum banyak yang mampu berkembang lebih jauh. 
Secara lebih spesifik, di Kota Dumai UMKM juga menjadi sektor penting yang mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Kota pelabuhan ini memiliki berbagai jenis UMKM mulai dari kerajinan, konveksi dan busana, olahan makanan atau minuman, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perdagangan, jasa, serta inovatif dan kreatif. 
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Regulasi ini menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks Kota Dumai, diperlukan upaya sinergis untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. 
Sebagai landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 juga menetapkan kriteria yang membedakan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yaitu:
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a.  Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak RP50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Dalam konteks Kota Dumai mengatur pemerintahannya dengan membentuk unit kerja yang terdiri dari berbagai satuan kegiatan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah pengelolaan sumber daya manusia harus diprioritaskan oleh setiap daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sumber daya manusia adalah komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan kinerja organisasi.
Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam membangun UMKM menjadi sangat penting. Bentuk pembinaan yang dilakukan mencakup pendampingan, pelatihan, penyediaan akses modal, penyediaan sarana dan prasarana dan pemasaran produk UMKM. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar. 
Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 bahwa peran penting UMKM dalam perekonomian nasional yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional karena berperan sebagai pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sebagai penciptaan lapangan kerja, sebagai pemerataan kesempatan berusaha, sebagai peningkatan daya saing dan sebagai pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta integrasi UMKM dalam ekosistem industri yang lebih luas.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah salah satu lembaga organisasi yang ada di Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama untuk membantu Walikota melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyelenggarakan fungsi dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, sebagaimana di jelaskan pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 Pasal 4 sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kewenangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
b. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
c. Pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
d. Pembinaan dalam pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai terdiri dari tiga bidang yang masing-masing menangani tugas-tugas tertentu, yaitu:
1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang industri.
Berdasarkan 3 (tiga) bidang yang disebutkan di atas dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, peneliti ingin membahas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai. 
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan tugas pokoknya, sebagaimana di jelaskan pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 Pasal 14 sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi.
b. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
c. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi Koperasi.
d. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
e. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.
f. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
g. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.
h. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
i. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri.
j. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).
k. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
l. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
m. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan.
n. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
o. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
p. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
q. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.	
Sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, maka perlu adanya visi dan misi. Perumusan visi tersebut menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai. Sedangkan misi menunjukkan pengembangan bidang-bidang tertentu sebagai prioritas untuk mewujudkan visi. 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memiliki visi yaitu: “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”.
Untuk melaksanakan visi diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mempunyai misi yaitu: 
1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu.
Untuk menjadi penggerak ekonomi yang efektif dan berdaya saing yang tinggi, UMKM diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan sebagai pendukung bagi bisnis industri dan pelabuhan Dumai.
Keberhasilan Kota Dumai ditunjukkan oleh pertumbuhan perusahaan yang cepat di berbagai sektor dan lokasi. Oleh karena itu, pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku UMKM. Melalui pembinaan ini, akan memiliki kemampuan untuk mengelola jumlah dan kualitas UMKM itu sendiri.
Dalam rangka meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyusun berbagai program serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan. Program tersebut disusun untuk mendorong permberdayaan pelaku UMKM, memperkuat kelembagaan, serta membuka ruang kemitraan yang leboh luas bagi UMKM dalam menghadapi tantangan persaingan usaha.
Adapun rincian program, sub program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel I.1
Program dan Kegiatan di Bidang Usaha Kecil Menengah pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai Tahun 2024
	No.
	Program
	Sub Program
	Kegiatan

	1
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

	
	
	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

	
	
	
	Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro

	
	
	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

	
	
	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

	2
	Program Pengembangan UMKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi


Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui bahwa pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 terdapat dua program utama yang dilaksanakan. Program pertama adalah program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), yang difokuskan pada upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, pengembangan potensi kelembagaan dan usaha, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik, serta penyusunan basis data usaha mikro.
Selanjutnya, program kedua adalah program pengembangan UMKM, yang diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha agar dapat naik kelas menjadi usaha kecil. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain produksi dan pengelolaan usaha, penguatan aspek pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan desain dan teknologi sebagai penunjang keberlangsungan usaha.
Dengan adanya program dan kegiatan yang telah dirancang pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana ditampilkan pada Tabel I.1, pelaksanaannya kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan yang lebih teknis dan terukur. Kegiatan pembinaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pendataan awal, pendampingan legalitas usaha, hingga penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu bersaing dan berkembang yang dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel I.2
Kegiatan Pembinaan di Bidang Usaha Kecil Menengah pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota DumaiTahun 2024
	No
	Kegiatan
	Target
	Realisasi
	Persen (%)

	1
	Rekruitmen atau pendataan awal dan identifikasi calon
	1.260 pelaku UMKM
	1.260 pelaku UMKM
	100%

	2
	Pendampingan legalitas usaha (IUMK, ODS, PIRT & Halal)
	420 pelaku UMKM
	360 pelaku UMKM
	85,71%

	3
	Pendampingan pembuatan pembukuan
	420 pelaku UMKM
	300 pelaku UMKM
	71,43%

	4
	Kemasan dan stiker merk produk
	420 pelaku UMKM
	420 pelaku UMKM
	100%

	5
	Pendampingan pembuatan proposal dan melengkapi administrasi pengajuan bantuan wirausaha pemula
	420 pelaku UMKM
	240 pelaku UMKM
	57,14%


Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel I.2 mengenai kegiatan pembinaan pada Bidang Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 diketahui bahwa terdapat lima jenis kegiatan pembinaan UMKM yang dilaksanakan.
Pada kegiatan rekruitmen atau pendataan awal dan identifikasi calon, realisasi yang dicapai adalah 1.260 dari 1.260 pelaku UMKM atau 100%. Pendamping langsung turun ke lapangan untuk mendata sebanyak 15 pelaku UMKM setiap bulannya di 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. Pendataan langsung turun ke lapangan ini dilakukan karena banyak pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan diri secara langsung ke Bidang UKM baik karena keterbatasan informasi, akses maupun kesibukan mereka dalam menjalankan usaha sehari-hari.  
Sementara itu, pada kegiatan pendampingan legalitas usaha (IUMK, ODS, PIRT, dan Halal) realisasi yang dicapai adalah 360 dari 420 pelaku UMKM atau 85,71%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa meskipun kegiatan ini berjalan dengan baik, masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mampu mengikuti proses legalisasi usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pentingnya aspek legal dan adanya kendala administratif dan teknis.
Kegiatan pendampingan pembuatan pembukuan usaha menunjukkan pencapaian sebesar 300 dari target 420 pelaku UMKM atau 71,43%. Capaian ini relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan sebelumnya yang dapat disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan keuangan secara terstruktur, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam hal literasi keuangan.
Selanjutnya, kegiatan pendampingan kemasan dan stiker merk produk menunjukkan capaian realisasi sebesar 420 dari target 420 atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung antusias terhadap kegiatan yang bersifat praktis dan berkaitan langsung dengan daya tarik produk, meskipun tidak semua pelaku UMKM telah memiliki produk siap pasar yang memerlukan kemasan atau label.
Kegiatan pendampingan pembuatan proposal dan melengkapi administrasi pengajuan bantuan wirausaha pemula hanya terealisasi sebanyak 240 dari target 420 pelaku UMKM atau 57,14%. Persentase ini merupakan yang terendah di antara kegiatan lainnya. Hal ini terjadi karena penyusunan proposal usaha masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM, terutama karena dibutuhkan kemampuan teknis dalam menyusun dokumen dan memahami prosedur administrasi yang berlaku.
Adapun mekanisme Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melakukan pembinaan yaitu melalui pendataan pelaku usaha, penganggaran kegiatan, pelatihan dan pemberian sosialiasi atau penyuluhan, monitoring pelaku usaha serta promosi produk unggulan.
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurlaili ZA, ST. selaku Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada hari Rabu, 28 Mei 2025 yang menyatakan sebagai berikut: 
“Sebagian besar kegiatan berjalan cukup baik meskipun ada beberapa tantangan. Misalnya, pada pendampingan pembuatan pembukuan dan penyusunan proposal bantuan, realisasinya belum maksimal karena keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap hal-hal teknis dan memerlukan waktu yang lama karena prosesnya tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan”.

Dengan demikian, jelas uraian diatas bahwa masih ditemukan program dan kegiatan pembinaan UMKM yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai belum mencapai target yang telah ditentukan.
Selain data program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, terdapat data jumlah UMKM di Kota Dumai Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel I.3
Data Jumlah UMKM di Kota Dumai
	Indikator
	Data Jumlah UMKM Kota Dumai 

	
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024

	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	8.779
	10.644
	12.534


Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel I.3 mengenai data jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai pada tahun 2022 - 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah UMKM tercatat sebanyak 8.779 pelaku UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 10.644 pelaku UMKM. Kemudian pada tahun 2024 jumlah UMKM kembali mengalami kenaikan menjadi 12.534 pelaku UMKM. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan sektor UMKM yang cukup pesat di Kota Dumai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 
Selanjutnya terdapat data pelaku UMKM binaan per kecamatan di Kota Dumai  yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I.4
Data UMKM Binaan per Kecamatan di 
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai
	No
	Kecamatan
	Tahun 2022 
	Tahun 2023
	Tahun 2024

	
	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	1
	Dumai Barat
	360
	306
	360
	360
	180
	180

	2
	Dumai Timur
	360
	314
	357
	357
	180
	180

	3
	Medang Kampai
	360
	339
	359
	359
	180
	180

	4
	Dumai Selatan
	360
	316
	360
	360
	180
	180

	5
	Dumai Kota
	360
	352
	359
	359
	180
	180

	6
	Bukit Kapur
	360
	329
	353
	353
	180
	180

	7
	Sungai Sembilan
	360
	308
	347
	347
	180
	180

	Total
	2.520
	2.264
	2.520
	2.495
	1.260
	1.260


Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel I.4 diatas, menyajikan data mengenai jumlah UMKM binaan per kecamatan di Kota Dumai selama tiga tahun yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Dengan tersebar merata di tujuh kecamatan, yaitu Dumai Barat, Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Selatan, Dumai Kota, Bukit Kapur, dan Sungai Sembilan. Data tersebut menunjukkan target dan realisasi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. 
Pada tahun 2022, target pembinaan UMKM ditetapkan sebanyak 360 pelaku UMKM untuk masing-masing dari tujuh kecamatan yang ada sehingga total target mencapai 2.520 pelaku UMKM. Namun, realisasi pembinaan yang tercapai hanya sebesar 2.264 pelaku UMKM atau sekitar 89,8% dari target. Realisasi tertinggi terjadi di Kecamatan Dumai Kota dengan 352 pelaku UMKM, sementara yang terendah di Kecamatan Dumai Barat dengan 306 pelaku UMKM.
Pada tahun 2023, target pembinaan tetap sama yaitu 2.520 unit secara total. Realisasi pada tahun ini meningkat menjadi 2.495 pelaku UMKM atau sekitar 99% dari target. Beberapa kecamatan berhasil mencapai target penuh seperti Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, dan Dumai Kota. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pelaksanaan program pembinaan dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2024 terjadi penyesuaian target yang cukup drastis, di mana target pembinaan UMKM untuk setiap kecamatan diturunkan menjadi 180 pelaku UMKM sehingga total target seluruh kecamatan hanya sebesar 1.260 pelaku UMKM. Menariknya, realisasi pada tahun 2024 berhasil mencapai 100% yaitu 1.260 pelaku UMKM sesuai dengan target yang ditetapkan. Setiap kecamatan berhasil mencapai target yang sama yaitu 180 pelaku UMKM binaan.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mengerahkan tenaga pendamping UMKM sebanyak 7 orang. Setiap kecamatan hanya memiliki 1 orang pendamping yang bertanggung jawab dalam mendampingi pelaku UMKM di wilayahnya. Tenaga pendamping bertugas menciptakan wirausaha baru, menyusun rencana kegiatan pendampingan, melakukan pendampingan dan kegiatan konsultasi, memantau dan mengevaluasi kemajuan UMKM. Penumbuh Kembangan wirausaha baru tersebut didasari tiga indikator, yaitu menumbuhkan pelaku usaha punya usaha, pelaku usaha punya tempat usaha, dan pelaku usaha memiliki usaha.
Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai masih belum dapat dikatakan optimal, yang diakibatkan oleh pendataan yang masih lemah sehingga terdapat pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Kemampuan anggaran yang lemah juga menyebabkan adanya UMKM yang kurang mendapat perhatian dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Winda Yanti, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada hari Rabu, 28 Mei 2025 yang menyatakan sebagai berikut: 
“Pembinaan UMKM di Kota Dumai sejauh ini memang sudah dilaksanakan, namun kami akui belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah pendataan pelaku UMKM yang masih lemah, sehingga ada sebagian yang belum terjangkau oleh kegiatan  pembinaan. Di samping itu, kemampuan anggaran yang terbatas juga menjadi kendala dalam memberikan perhatian secara menyeluruh kepada seluruh pelaku UMKM di kota Dumai ini”.

Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai juga melakukan pembiaran atau tidak mengadakan pendampingan bagi para pelaku UMKM yang sudah dibina. Hal ini menunjukkan belum adanya tindak lanjut dari pembinaan yang dilakukan sementara pelaku UMKM membutuhkan kepastian terkait kelanjutan pengembangan usahanya.
Hasil wawancara penulis dengan Ibu Purnawati selaku Pelaku UMKM  yang dibina pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada hari Sabtu, 13 Juni 2025 yang menyatakan sebagai berikut: 
“Dulu pernah ada ikut program dan kegiatan dari dinas, kami ikut juga tapi setelah itu ya tidak ada kabar lagi. Tidak ada yang datang lihat atau bantuin kami lanjutin usaha. Jadi kayak cuma didampingin 1 kali kegiatan aja. Padahal kami butuh bimbingan terus, soalnya kadang masih bingung harus gimana ngembangin usaha. Maunya ada kelanjutan biar usaha kecil kayak kami ini bisa jalan terus dan nggak mandek di tengah jalan.”.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa berbagai upaya dan program atau kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berperan penting dalam memberikan dukungan bagi para pelaku UMKM. Selain itu, Kegiatan pembinaan menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan usaha, dengan harapan pendanaan untuk kegiatan tersebut dapat tersedia di waktu mendatang.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai.”
B. Perumusan Masalah 
Dengan adanya fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian di atas terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Masih ditemukan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai belum mencapai target yang telah ditentukan.
b. Masih belum optimal pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
Dengan melihat gejala yang ditemukan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai?” 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
b. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja organisasi dalam pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam kinerja organisasi
c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik yang serupa, baik di sektor UMKM maupun organisasi pemerintah lainnya.
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BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Kinerja
Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lingkup organisasi publik, kinerja juga berkaitan dengan bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal dan memuaskan.
Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Zaharuddin & Wahyuningsih, 2021).
Kinerja (performance) merupakan cerminan dari sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan telah dilaksanakan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis. Istilah kinerja sering dikaitkan dengan pencapaian atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja dapat diukur apabila terdapat kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan serta target yang ingin dicapai (Aulia, 2020).
Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu (Erlianti & Fajrin, 2021).
Kinerja merupakan konsep atau pemikiran yang penting dalam pengukuran sebuah keberhasilan atau pencapaian organisasi terhadap apa yang telah dikerjakan dalam periode waktu tertentu sehingga ada upaya untuk lebih meningkatkan maupun melakukan perbaikan apabila mengalami penurunan dalam pencapaian tujuan organisasi (Hildawati et al., 2021).
Kinerja adalah pencapaian kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang dihasilkan oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Sutriyana et al., 2022).
Kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja. Namun demikian, kinerja sebenarnya memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses kerja berlangsung (Kartika & Hijeriah, 2021).
Terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi kinerja suatu organisasi di masa depan yaitu: (Kusnadi et al., 2020).
a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi.
Indikator kinerja merupakan ukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pencapaian terhadap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Aulia, 2020).
Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kinerja individu (D. F. Putra, 2018), yaitu:
a. Faktor individu
1. Kemampuan dan keterampilan termasuk kemampuan mental dan fisik yang dimiliki individu.
2. Latar belakang mencakup aspek seperti status sosial, lingkungan keluarga, dan pengalaman sebelumnya.
3. Demografi meliputi usia, asal-usul, dan jenis kelamin individu.
b. Faktor psikologis
1. Persepsi yaitu proses kognitif dalam memberikan makna terhadap lingkungan. Setiap individu dapat memandang hal yang sama dengan cara yang berbeda, sehingga cara seorang pegawai memandang situasi sering kali lebih penting dalam memengaruhi perilaku dibandingkan situasi itu sendiri.
2. Sikap merupakan kesiapan mental yang dibentuk melalui pengalaman yang memengaruhi bagaimana individu merespons orang lain dan objek atau situasi tertentu.
3. Kepribadian yaitu kepribadian seseorang terbentuk melalui berbagai faktor di luar organisasi, namun tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku di tempat kerja. Kepribadian berkaitan erat dengan persepsi, sikap, pembelajaran dan motivasi sehingga menjadi elemen penting dalam memahami perilaku individu.
4. Belajar yaitu proses yang mengarah pada perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman, baik yang formal maupun tidak formal.
5. Motivasi yaitu dorongan internal yang mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang positif dari manajer dapat mendorong karyawan untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi.
c. Faktor organisasi
1. Sumber daya yaitu sumber daya yang mencukupi seperti jabatan, dana dan ruang yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dengan optimal.
2. Kepemimpinan melibatkan pengaruh non-paksaan untuk memotivasi individu mencapai tujuan organisasi. 
3. Imbalan yaitu sistem imbalan yang baik bertujuan untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan agar mencapai kinerja yang tinggi, serta harus memenuhi kebutuhan dasar dan disesuaikan dengan individu.
4. Struktur yaitu pola formal dalam pengelompokan pekerjaan dan individu yang digambarkan melalui bagan organisasi.
5. Desain pekerjaan yaitu proses yang dilakukan manajer untuk menentukan isi, metode dan hubungan antarpekerjaan agar memenuhi kebutuhan organisasi dan karyawan.
Beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan individu dapat menurunkan efektivitas kerja, begitu pula motivasi yang kurang. Beban kerja yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah berkorelasi dengan kinerja yang rendah. Oleh karena itu, pemimpin bertugas menciptakan budaya organisasi yang mengoptimalkan korelasi beban kerja dan produktivitas (Sitepu, 2013).
Dari beberapa definisi yang telah di jabarkan kinerja dapat dipahami sebagai ukuran pencapaian kerja yang menggambarkan kemampuan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas spesifik sesuai tanggung jawab yang diamanahkan. Konsep ini merepresentasikan hasil akhir dari serangkaian proses dan aktivitas yang dilaksanakan dalam lingkup pekerjaan tertentu, di mana keberhasilan diukur melalui tingkat penyelesaian tugas secara efektif dan efisien sesuai standar yang telah ditetapkan organisasi.
2. Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi merupakan efektivitas keseluruhan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan bagi setiap pemangku kepentingan melalui upaya yang sistematis. Selain itu, kinerja organisasi juga mencerminkan kemampuan organisasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitasnya dalam mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan (Aulia, 2020).
Kinerja organisasi juga dapat dinilai melalui indikator efisiensi yaitu sejauh mana suatu proses mampu menghasilkan output dengan penggunaan biaya yang minimal (Pardede & Trimurni, 2023).
Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. (Kartika & Hijeriah, 2021)
Kinerja organisasi adalah ukuran prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja juga dapat dipandang sebagai hasil (output) dari suatu proses yang dijalankan oleh semua komponen organisasi, yang melibatkan penggunaan sumber daya tertentu (input). Hasil kerja yang diperoleh oleh suatu instansi dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu, baik yang berkaitan dengan input, output, outcome, manfaat, maupun dampak dapat mempermudah penyusunan arah penataan organisasi pemerintahan (Sutriyana et al., 2022).
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja birokrasi publik, yaitu: (Dwiyanto, 2012).
1. Produktivitas yaitu mengukur rasio antara input dan output organisasi. Produktivitas tidak hanya mencakup efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks organisasi publik, produktivitas menjadi crucial karena berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya publik untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
2. Kualitas layanan sebagai indikator kedua merupakan parameter yang menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Indikator ini menjadi sangat penting mengingat organisasi publik memiliki fungsi utama melayani masyarakat. Penilaian kualitas layanan mencakup berbagai aspek seperti ketepatan waktu, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, kemudahan akses serta kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.
3. Responsivitas merupakan indikator ketiga yang mengukur kemampuan organisasi dalam mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat. Organisasi publik dituntut untuk peka terhadap aspirasi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Tingkat responsivitas dapat dilihat dari seberapa cepat dan tepat organisasi merespons perubahan kebutuhan, keluhan atau masukan dari masyarakat.
4. Responsibilitas yang mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Responsibilitas  menunjukkan  apakah  pelaksanaan  kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas sebagai indikator kelima menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Indikator ini mengukur pertanggungjawaban organisasi publik terhadap masyarakat. Akuntabilitas mencakup berbagai aspek seperti pertanggungjawaban keuangan, kinerja dan pengambilan keputusan.
Kelima indikator ini saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang komprehensif dalam mengukur kinerja organisasi publik. Penggunaan indikator-indikator ini memungkinkan dilakukannya evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai aspek kinerja organisasi publik, mulai dari efisiensi operasional hingga kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban kepada publik.
Selanjutnya teori yang di kemukakan yaitu mengukur kinerja suatu organisasi, mengembangkan kerangka konseptual yang terdiri dari enam kategori ukuran kinerja yang komprehensif. Kategori ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya (Moeheriono, 2012).
1. Efektivitas yaitu mengacu pada kemampuan organisasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur dari segi kuantitas pencapaian, tetapi juga mencakup kesesuaian hasil dengan rencana strategis organisasi. Dalam konteks ini, sebuah organisasi dikatakan efektif ketika mampu menghasilkan output yang sejalan dengan visi dan misinya.
2. Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi. Hal ini mencakup bagaimana organisasi mampu mengelola input seperti waktu, biaya dan tenaga kerja untuk menghasilkan output maksimal. Efisiensi menekankan pada rasio antara input dan output, di mana penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang optimal menjadi indikator keberhasilan.
3. Kualitas merupakan ukuran yang menilai mutu dari output yang dihasilkan organisasi. Kualitas tidak hanya dilihat dari perspektif internal organisasi, tetapi juga dari sudut pandang stakeholder, terutama penerima manfaat atau konsumen. Aspek ini mencakup standar mutu, kepuasan pelanggan dan kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
4. Ketepatan waktu yaitu mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Aspek ini menjadi crucial mengingat timing yang tepat dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Ketepatan waktu juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan dan tuntutan lingkungan.
5. Produktivitas merupakan kategori kelima yang mengukur rasio output terhadap input dalam periode waktu tertentu. Berbeda dengan efisiensi, produktivitas lebih menekankan pada kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan per unit sumber daya. Produktivitas menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
6. Kategori terakhir adalah keselamatan yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap aspek keamanan dan kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Keselamatan tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga psikologis dari seluruh anggota organisasi. Kategori ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya workplace safety dalam menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan.
Keenam kategori ukuran kinerja yang dikemukakan Moeheriono ini memberikan framework yang komprehensif dalam menilai kinerja organisasi. Setiap kategori saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Framework ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Adapun kriteria yang dikemukakan untuk dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja organisasi pelayanan publik adalah sebagai berikut: (Kumorotomo, 1992).
1. Efisiensi 
Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas
Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan
Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.
4. Daya tanggap
Daya tanggap yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan  oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Adapun kriteria yang dikemukakan untuk dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja organisasi publik adalah sebagai berikut: (Mahmudi, 2015)
a. Input
Input adalah seluruh sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan atau program.
b. Output
Output adalah hasil langsung atau produk dari kegiatan yang dilakukan.
c. Outcome
Outcome adalah hasil jangka menengah dari pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan perubahan pada sasaran program.
d. Impact
Impact adalah dampak jangka panjang yang dirasakan secara luas di masyarakat akibat dari pelaksanaan program.
Penilaian kinerja organisasi juga dapat dilakukan dengan empat cara yaitu: (N. Suryani, 2018)
1. Tingkat pencapaian kinerja pemangku kepentingan atas pemenuhan kebutuhan mereka seperti kebutuhan pemegang saham, kebutuhan pelanggan atas layanan dan produk serta kebutuhan kepuasan kerja karyawan.
2. Efektifitas yaitu tingkat seberapa suksesnya organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Efisiensi yaitu tingkat bagaimana organisasi menggunakan sumber daya yang dimilikinya.
4. Kinerja finansial yaitu bagaimana organisasi dapat bertahan jangka pendek maupun jangka panjang dilihat dari tingkat keuntungan, investasi dan sebagainya.
Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut baban sobandi (Sutriyana et al., 2022).
1. Keluaran (output), pertama keluaran (output) merujuk pada hasil yang diharapkan dapat langsung tercapai dari suatu kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kegiatan tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keluaran (output) terdiri dari dua aspek. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan yang mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi standar kualitas tertentu.
2. Hasil, kedua yaitu hasil digunakan untuk mengukur pencapaian atau dampak layanan. Segala sesuatu yang menunjukkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah (efek langsung) harus dapat menunjukkan hasil langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil ini mengukur pencapaian yang terjadi karena adanya layanan yang diberikan dan juga mencakup ukuran persepsi publik terhadap hasil tersebut. Efek sekunder dari pelayanan yang diterima atau penggunaannya dapat diidentifikasi dan perlu dilaporkan. 
3. Kaitan usaha dengan pencapaian, ketiga yaitu ukuran efisiensi yang menghubungkan usaha dengan keluaran pelayanan disebut kaitan antara usaha dan pencapaian. Berdasarkan pemahaman ini, mengukur penggunaan sumber daya atau biaya per unit keluaran memberikan informasi tentang penggunaan sumber daya pada tingkat tertentu. Ini juga menunjukkan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan internal, norma atau standar yang dapat diterima atau hasil yang setara. 
4. Informasi penjelas, keempat yaitu informasi penjelas merupakan informasi yang harus disertakan dalam laporan kinerja. Ini mencakup informasi kuantitatif dan naratif dalam membantu pengguna memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Ada dua jenis informasi penjelas. Yang pertama mencakup elemen penting yang tidak dapat dikendalikan (seperti demografi dan karakteristik lingkungan). 
Indikator Kinerja Organisasi yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik  yaitu sebagai berikut : (Kusnadi et al., 2020).
a. Efektivitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar.
b. Efisiensi, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai efektivitas menjawab pertanyaan mengenai kita melakukan sesuatu dengan benar.
c. Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
d. Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Untuk itu, perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Kriteria ini biasanya didasarkan pada harapan konsumen.
e. Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Dalam bentuk yang lebih ilmiah, indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja.
Ada banyak cara untuk menilai kinerja suatu organisasi, seperti produktivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu dan efektivitas. Tujuan dari literatur tentang kinerja organisasi publik pada dasarnya sama yaitu untuk mengukur seberapa jauh birokrasi telah mencapai hasil dalam memberikan pelayanan. Menurut tujuan dan konteks, kinerja sendiri adalah gagasan yang terdiri dari berbagai indikator yang berbeda.
3. Pembinaan 
Pembinaan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan produktivitas individu maupun kelompok. 
Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata 'power' yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, inti dari pembinaan berkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, meskipun itu bertentangan dengan keinginan dan minat mereka (Kusnadi et al., 2020).
Pembinaan sendiri mengarah pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan lemah agar mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga memperoleh kebebasan, yang berarti bebas mengungkapkan pendapat serta bebas dari kelaparan dan penderitaan, mengakses sumber daya produktif yang meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (G. R. Putra & Zubaidah, 2024).
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi suatu hal. Dalam konteks ini, pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atau perkembangan terhadap sesuatu. Ada dua unsur dalam pengertian yang pertama yaitu pembinaan dapat berupa tindakan, proses atau pernyataan yang membawa pada pencapaian suatu tujuan, dan kedua yaitu pembinaan berfokus pada perbaikan atau peningkatan terhadap sesuatu (G. R. Putra & Zubaidah, 2024) .
Pembinaan merupakan proses pengembangan potensi individu atau kelompok melalui bimbingan, pelatihan serta penyediaan fasilitas pendukung. Dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pembinaan bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha agar lebih siap dalam menghadapi tantangan pasar (Handoko, 2020).
Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja (Yindrizal, 2024).
Pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan memberikan pelatihan, pendampingan, akses permodalan serta kemudahan regulasi bagi UMKM, pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif.
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
UMKM adalah bentuk usaha produktif yang dikelola oleh individu atau kelompok masyarakat, yang memanfaatkan sumber daya lokal sebagai dasar kegiatan ekonominya. UMKM memiliki peranan penting dalam memperkuat ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam perspektifnya, UMKM tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi kecil tetapi sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga memerlukan pengelolaan yang akuntabel dan profesional. (Yindrizal, 2024).
UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. (Aulia, 2020).
UMKM adalah sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui peningkatan produksi nasional, ekspor, maupun pembukaan peluang kerja dan usaha. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan usaha kecil memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, karena mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor ini (Jufri et al., 2019).
UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, karena kemampuannya yang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan utama UMKM, untuk tetap bertahan dan relevan meskipun menghadapi kondisi eksternal yang tidak stabil (Sukma et al., 2021).
UMKM tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas lokal, termasuk penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan perbaikan manajemen di tingkat komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dengan memperkuat potensi lokal demi pembangunan yang lebih berkelanjutan (Billy & Priyono, 2023).
Sebagai contoh, bahwa UMKM mengimplementasikan strategi pemasaran digital dapat meningkatkan visibilitas produk memperluas jangkauan pasar secara signifikan (Musdiana et al., 2025).
B. Operasional Variabel Penelitian
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang bagaimana peneliti menggunakan konsep-konsep dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan konsep-konsep tersebut yang akan dioperasionalkan sebagaimana peneliti maksudkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis
Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah studi yang lebih mendalam untuk menghubungkan ide teori  dengan apa yang dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
2. Kinerja
Yang dimaksud dengan kinerja dalam penelitian ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
3. Pembinaan
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam penelitian ini adalah Dinas melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas usaha bagi UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
4. UMKM
Yang dimaksud UMKM adalah usaha produktif yang menjadi objek pembinaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, berfokus pada meningkatkan produksi menjadi lebih kompetitif dan berkembang.
Dalam mengukur Kinerja Organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, penelitian ini menggunakan empat indikator kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2015). Berikut adalah operasionalisasi dari masing-masing indikator tersebut:
1. Input 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Input adalah seluruh sumber daya yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Input mencakup berbagai elemen seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kebijakan dalam mendukung pembinaan yang telah dirancang. Ketersediaan dan kecukupan input menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program. 
Untuk melihat pelaksanaan input dalam pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, dalam penelitian ini akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya jumlah tenaga pendamping yang kompeten dalam pembinaan UMKM.
b. Adanya kebijakan atau peraturan yang mendukung pembinaan UMKM.
c. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan UMKM.
d. Adanya data dan informasi UMKM yang akurat sebagai dasar pembinaan UMKM.
2. Output
Yang dimaksud dengan output dalam penelitian ini adalah hasil langsung atau luaran dari kegiatan pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Output menggambarkan kuantitas dan kualitas kegiatan yang telah dilakukan, seperti jumlah kegiatan yang diselenggarakan, jumlah pelaku UMKM yang terlibat serta kegiatan pembinaan UMKM yang terlaksana. 
Untuk melihat pelaksanaan output dari pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, dalam penelitian ini akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya jumlah UMKM yang mengikuti pembinaan.
b. Adanya laporan kegiatan yang selesai tepat waktu.
c. Adanya program dan kegiatan pembinaan UMKM yang berhasil terlaksana.
d. Adanya jumlah UMKM yang mendapat sertifikasi dan izin usaha.
3. Outcome
Yang dimaksud dengan outcome dalam penelitian ini adalah hasil jangka menengah dari kegiatan pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Outcome mencerminkan perubahan yang terjadi pada pelaku UMKM sebagai akibat dari program yang telah dilaksanakan. Perubahan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan terhadap program hingga peningkatan penjualan UMKM. 
Untuk melihat pelaksanaan outcome dari pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, dalam penelitian ini akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kepercayaan pelaku UMKM terhadap program dan kegiatan pembinaan.
b.  Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM.
c. Adanya persentase peningkatan penjualan UMKM setelah mengikuti pembinaan.
d. Adanya jumlah pelaku UMKM yang berkembang setelah mengikuti pembinaan.
4. Impact
Yang dimaksud dengan impact dalam penelitian ini adalah dampak jangka panjang dari pelaksanaan program pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Impact menggambarkan sejauh mana hasil dari pembinaan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, serta pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan. 
Untuk melihat pelaksanaan impact dari pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, dalam penelitian ini akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru.
b. Adanya peningkatan daya saing UMKM di pasar lokal dan nasional.
c. Adanya inovasi produk setelah mengikuti pembinaan UMKM.
d. Adanya peningkatan peran UMKM dalam mendukung ekonomi daerah.
Selanjutnya untuk mengukur setiap sub indikator diatas, maka penulis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan pengukuran skala likert untuk mengukur sikap dan persepsi responden terhadap gejala atau fenomena sosial. Skala pengukuran yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. Baik (B) diberi skor			: 3
2. Cukup Baik (CB) diberi skor	: 2
3. Tidak Baik (TB) diberi skor		: 1


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
0. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Jl. Jend. Sudirman, Bintan, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau, 28812. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan program-program pembinaan bagi pelaku UMKM. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, terdapat sejumlah permasalahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, seperti masih ditemukan program dan kegiatan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai belum mencapai target yang telah ditentukan dan masih belum optimal pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
Oleh karena itu, penulis berpendapat perlu melakukan penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
B. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pembinaan UMKM dan pelaku UMKM yang dibina pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Teknik ini digunakan untuk memilih pegawai yang terlibat dalam pembinaan UMKM dan pelaku UMKM yang dibina. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian.
Untuk melihat jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi (Orang)
	Sampel (Orang)

	1
	Kepala Dinas
	1
	1

	2
	Sekretaris
	1
	1

	3
	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset 
	1
	1

	4
	Kepala  Subbagian Tata Usaha
	1
	1

	5
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
	1
	1

	6
	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
	3
	3

	6
	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
	3
	3

	7
	Penelaah Pengembangan Usaha
	1
	1

	8
	Pendamping UMKM
	7
	7

	9
	Pelaku UMKM yang dibina
	1.260
	70

	Jumlah Keseluruhan
	1.277
	89


Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, Tahun 2025
C. Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya (Pasalong, 2016). Dalam hal ini data yang diperlukan terdiri dari:
a. Input 
b. Output 
c. Outcome 
d. Impact 
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Pasalong, 2016). Artinya data ini bukan hasil dari pengumpulan langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, arsip atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data-data yang diperlukan terdiri dari:
a. Sejarah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
b. Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
c. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
d. Keadaan dan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
e. Sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang dilakukan secara sistemastis terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian. Obsevasi digunakan apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dengan baik, dicatat secara sistemastis serta diuji reliabilitas dan validitasnya untuk menjamin keakuratan data (Pasalong, 2016).
2. Wawancara
Wawancara adalah kegiatan tanyajawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber (Pasalong, 2016). 
3. Angket (Kuesioner)
Angket adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh responden itu sendiri. Dalam kuesioner responden memiliki peran penting dalam memperoleh data yang diperlukan (Pasalong, 2016).
4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen tertulis atau arsip yang relevan dengan objek penelitian seperti catatan resmi, laporan, transkip dan dokumen lainnya yang diproduksi oleh lembaga atau individu (Pasalong, 2016).
E. Analisa Data
Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, sebagai langkah awal yaitu melakukan pengumpulan data. Setelah data yang diperlukan terkumpul dari responden penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.
Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik penentuan skor yaitu Skala Likert untuk menilai jawaban dari kuesioner. Skala Likert adalah alat yang dipakai untuk mengukur bagaimana seseorang atau sekelompok orang merasa, berpikir atau berpendapat tentang suatu fenomena sosial. Dalam penelitian, peneliti telah menetapkan fenomena sosial tertentu sebagai variabel penelitian. Skala ini digunakan untuk membantu memahami beragam pandangan serta sikap responden terhadap topik yang diteliti (Sugiyono, 2017).
Adapun langkah analisa data dari setiap indikator tersebut di atas masing-masing terdiri dari empat sub indikator kemudian dikembangkan menjadi item pernyataan dan disediakan pula alternatif jawaban. Oleh karena itu data angket berupa data kualitatif perlu diubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan simbol berupa angka. Untuk setiap item pernyataan diberi skor satu sampai tiga dengan kriteria jawaban Baik (Skor 3), Cukup Baik (Skor 2), dan Tidak Baik (Skor 1).
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 89 orang, dengan setiap indikator diberikan 4 (empat) pertanyaan. Selanjutnya, interval pada masing-masing indikator ditetapkan sebagai berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind dalam (Zulganef, 2018). Maka langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah.
a. Skor tertinggi	= 3 × 4 × 89 = 1.068
b. Skor terendah	= 1 × 4 × 89 = 356
Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind dalam (Zulganef, 2018) yaitu:

	Keterangan: 
I = interval
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data tertinggi (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:




Berdasarkan hasil perhitungan interval, untuk menghindari munculnya angka skor sebanyak 2 kali dalam kelas interval, maka kelas interval tersebut dikategorikan sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Baik
	831  ─ 1.068

	Cukup Baik
	594  ─ 830

	Tidak Baik
	356  ─ 593



Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

356           TB             593             CB                830               B           1.068
Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie.
2. Pengukuran Variabel Penelitian
Untuk melihat kategori seluruh indikator penelitian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef, 2018), langkah pertama adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi	= 3 × 16 × 89 = 4.272
b. Skor Terendah	= 1 × 16 × 89 = 1.424
Selanjutnya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind dalam (Zulganef, 2018) yaitu:

Keterangan: 
I = interval
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data tertinggi (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:




Berdasarkan hasil perhitungan interval, untuk menghindari munculnya angka skor sebanyak 2 kali dalam kelas interval, maka kelas interval tersebut dikategorikan sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Baik
	3.323  ─ 4.272

	Cukup Baik
	2.374  ─ 3.322

	Tidak Baik
	1.424  ─ 2.373



Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:


1.424           TB             2.373           CB            3.322             B          4.272
Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
3. Sejarah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai maka sebagai unsur teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
Adapun Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai berikut:
"Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu"
Dari pernyataan visi yang ingin di wujudkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tersebut, memberikan motivasi, rangsangan dan dorongan bagi segenap aparatur anggota organisasi secara bersama-sama mewujudkan menjadi sesuatu yang benar-benar nyata sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Untuk itu di perlukan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang merupakan alat dalam mencapai visi yang telah di sepakati tersebut menjadi lebih nyata. Adapun misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah sebagai berikut:
0. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
0. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu.

2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
Dalam sistem pemerintahan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai di atur dalam susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan, yang mana sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Adapun struktur organisasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat dilihat sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:   
a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset  
b. Subbagian Tata Usaha
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari: 
Kelompok Jabatan Fungsional 
5. Bidang Perindustrian, terdiri dari: 
Kelompok Jabatan Fungsional 

6. UPT


Bagan IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025
[image: ]

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai, Tahun 2025


2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 
dan Perindustrian Kota Dumai
0. Kepala Dinas
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional.
Urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian  yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyelenggarakan fungsi:
2. Pelaksanaan kewenangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
2. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelengaraan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
2. Pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
2. Pembinaan dalam pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaraan hasil usaha Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.
0. Sekretariat
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
5. Melaksanakan koordinasi kegiatan dilingkungan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
5. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
5. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
5. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
5. Penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pengoordinasian dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hokum.
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang atau jasa.
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
1. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:
0. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas.
Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
0. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
0. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
0. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
1. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemacahan masalah sesuai lingkup tugasnya.
1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah dan pendek berupa rencana strategi organisasi.
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya.
1. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
0. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
0. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
0. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
0. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional.
0. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
0. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
0. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
0. Melakukan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
0. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan.
0. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat atau naskah dinas dan kearsipan.
0. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol.
0. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan pengawasan.
Uraian tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang kelembagaan, perizinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan, merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
1. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.
1. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
1. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
1. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.
1. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi.
1. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.
1. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: 
0. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
0. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
0. Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
0. Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
0. Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
0. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten atau kota.
0. Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten atau kota.
0. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.
0. Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi.
0. Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.
0. Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
0. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
0. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
1. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
Uraian tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi. 
1. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
1. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi.
1. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
1. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.
1. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.
1. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro
1. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri
1. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).
1. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
1. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan.
1. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
1. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
1. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
1. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
0. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
0. Mengoordinir perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi.
0. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.
0. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
0. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
0. Mengoordinasikan pelakasanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
0. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
0. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro
0. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri.
0. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
0. Mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
0. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
0. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan
0. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Industri. 
Uraian tugas Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan sumber daya industri.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan sarana dan prasarana industri.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan industri kecil dan menengah unggulan kabuapten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan industri.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah tentang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah tentang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten atau kota, standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah tentang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten atau kota.
1. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota.
0. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten atau kota.
0. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. UPT
UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPT, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.
D. Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
Setiap organisasi selalu terdiri dari orang-orang yang mengatur, melaksanakan serta menjalankan organisasi tersebut, dimana setiap organisasi harus bisa mengatur orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut dan dapat di lihat keadaan PNS, PPPK dan TKPK berdasarkan status pangkat, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan, berdasarkan susunan organisasi, dan berdasarkan golongan yang dapat di lihat sebagai berikut:

0. Berdasarkan Status Pangkat
Status pengkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman dalam menjalankan tugasnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, adapun status pangkat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV.1
Jumlah PNS, PPPK dan TKPK Berdasarkan Status Pangkat pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai
	No
	Status Pangkat
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	PNS
	33
	39%

	2
	PPPK
	21
	25%

	3
	TKPK
	30
	36%

	Total
	84
	100%


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 84 orang yang terdiri dari 33 orang PNS (39%), 21 orang PPPK (25%), dan 30 orang TKPK (36%). Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun PNS masih menjadi kelompok terbesar, namun secara keseluruhan jumlah pegawai non-PNS (PPPK dan TKPK) lebih dominan dengan persentase mencapai 61%.
0. Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian pekerjaan dalam organisasi biasanya baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kerja yang berbeda.
Selanjutnya untuk melihat keadaan PNS, PPPK dan TKPK berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.2
Jumlah PNS, PPPK dan TKPK Berdasarkan Jenis Kelamin pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Total 
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	PPPK
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	14
	15
	15
	44
	48%

	2
	Perempuan
	19
	6
	15
	40
	52%

	Jumlah
	33
	21
	30
	84
	100%


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas, dapat diketahui secara umum PNS, PPPK dan TKPK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berjumlah 84 orang dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 44 orang (48%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang (52%).
0. Berdasarkan Umur
Dalam mencapai tujuan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai juga harus mempertimbangkan faktor usia PNS, PPPK dan TKPK yang bekerja pada organisasi tersebut guna untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Untuk melihat umur PNS, PPPK dan TKPK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
Tabel IV.3
Jumlah PNS, PPPK dan TKPK Berdasarkan Umur pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai
	No
	Umur
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	
	

	1
	20-28
	20
	24%

	2
	29-36
	15
	18%

	3
	37-44
	26
	31%

	4
	45-52
	19
	22%

	5
	53-60
	4
	5%

	Total
	84
	100%


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 84 orang yang tersebar pada berbagai kelompok umur. Pegawai terbanyak berada pada rentang usia 37–44 tahun yaitu sebanyak 26 orang (31%), diikuti oleh usia 20–28 tahun sebanyak 20 orang (24%), serta usia 45–52 tahun sebanyak 19 orang (22%). Sementara itu, pegawai dengan usia 29–36 tahun berjumlah 15 orang (18%), dan yang paling sedikit adalah kelompok usia 53–60 tahun dengan jumlah 4 orang (5%). 
4. Berdasarkan Pendidikan
Latar belakang pendidikan seorang PNS, PPPK dan TKPK akan dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk itu lebih jelasnya tentang pendidikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.4
Jumlah PNS, PPPK dan TKPK Berdasarkan Pendidikan pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai
	No
	Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Total 
	Persentase(%)

	
	
	PNS
	PPPK
	TKPK
	
	

	1
	S2
	11
	-
	1
	12
	14%

	2
	S1
	16
	9
	8
	33
	39%

	3
	D III
	3
	3
	2
	8
	10%

	4
	SMA/SMK
	3
	9
	19
	31
	37%

	Jumlah
	33
	21
	30
	84
	100%


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 84 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Mayoritas pegawai berpendidikan S1 sebanyak 33 orang (39%), diikuti oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 31 orang (37%). Selanjutnya, pegawai berpendidikan S2 berjumlah 12 orang (14%), sedangkan yang berpendidikan D-III berjumlah 8 orang (10%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki pendidikan tinggi, khususnya S1, namun masih terdapat porsi yang cukup besar lulusan SMA/SMK.
5. Berdasarkan Susunan Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, disiapkan pegawai-pegawai yang mampu menunjang berbagai kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Komposisi pegawai berdasarkan susunan organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.5
Jumlah PNS, PPPK dan TKPK Berdasarkan Susunan Organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai
	No
	Bidang Tugas
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Kepala Dinas
	1
	1%

	2
	Sekretariat
	16
	19%

	3
	Bidang Koperasi
	16
	19%

	4
	Bidang Usaha Kecil Menengah
	15
	18%

	5
	Bidang Perindustrian
	7
	8%

	6
	UPT
	29
	35%

	Total
	84
	100%


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.5 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai keseluruhan adalah sebanyak 84 orang. Dari jumlah tersebut, pegawai yang berada pada posisi Kepala Dinas hanya berjumlah 1 orang (1%). Sekretariat memiliki 16 orang pegawai (19%), sedangkan Bidang Koperasi terdiri dari 16 orang pegawai (19%). Pada Bidang Usaha Kecil Menengah terdapat 15 orang pegawai (18%), sementara Bidang Perindustrian menampung 7 orang pegawai (8%). Adapun unit kerja terbanyak berada pada UPT dengan jumlah 29 orang pegawai (35%) dari keseluruhan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa UPT menjadi unit dengan jumlah pegawai paling dominan dibandingkan bidang atau bagian lainnya.
6. Berdasarkan Golongan 
Komposisi PNS, PPPK dan TKPK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel IV.6
Jumlah PNS, PPPK dan TKPK Berdasarkan Golongan pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai
	No
	Kategori
	Golongan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	PNS
	Pembina Utama Muda (IV.c)
	1
	1%

	
	
	Pembina (IV/a)
	7
	8%

	
	
	Penata Tk. I (III/d)
	11
	13%

	
	
	Penata (III/c)
	4
	5%

	
	
	Penata Muda Tk. I (III/b)
	2
	2%

	
	
	Penata Muda (III/a)
	5
	6%

	
	
	Pengatur Tk. I (II/d)
	2
	2%

	
	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	1
	1%

	2
	PPPK
	Golongan IX
	9
	11%

	
	
	Golongan VII
	3
	4%

	
	
	Golongan V
	9
	11%

	3
	TKPK
	Non Golongan
	30
	36%

	Total
	84
	100%


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025, tercatat sebanyak 84 orang pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK, dan TKPK. Dari jumlah tersebut, PNS berjumlah 33 orang (38%) yang tersebar pada berbagai golongan, mulai dari Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang (1%), Pembina (IV/a) 7 orang (8%), Penata Tk. I (III/d) 11 orang (13%), Penata (III/c) 4 orang (5%), Penata Muda Tk. I (III/b) 2 orang (2%), Penata Muda (III/a) 5 orang (6%), Pengatur Tk. I (II/d) 2 orang (2%), serta Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 orang (1%).
Sementara itu, PPPK berjumlah 21 orang (26%) yang terdiri atas Golongan IX sebanyak 9 orang (11%), Golongan VII sebanyak 3 orang (4%), dan Golongan V sebanyak 9 orang (11%). Adapun pegawai TKPK atau tenaga kontrak tercatat sebanyak 30 orang (36%).
E. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, lengkap serta berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor penting yang menunjang kelancaran pelaksanaan program, kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Dumai.
  Adapun sarana yang di miliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai meliputi berbagai fasilitas kerja, perlengkapan operasional dan infrasrtuktur penunjang yang digumakan dalam mendukung setiap kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel IV.7
Sarana dan Prasarana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah (Unit)
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak

	1
	Gedung
	3
	3
	-

	2
	Ruang Rapat
	1
	1
	-

	3
	Kendaraan Dinas (Mobil)
	3
	3
	-

	4
	Kendaraan Dinas (Motor)
	12
	12
	-

	5
	Komputer/PC
	26
	24
	2

	6
	Printer
	26
	22
	4

	7
	AC
	12
	6
	6

	8
	Kipas Angin
	9
	9
	-

	9
	Telepon
	4
	4
	-

	10
	Meja Kerja
	37
	36
	1

	11
	Kursi Kerja
	65
	55
	10

	12
	Kursi Ruang Tunggu
	3
	3
	-

	13
	Lemari Arsip
	8
	8
	-

	14
	Proyektor
	2
	2
	-

	15
	Dispenser
	4
	4
	-

	16
	CCTV
	5
	5
	-

	Jumlah
	228
	204
	24


Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Kota Dumai,Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.7 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sudah dalam kondisi baik. Namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Dari 26 unit komputer/PC sebanyak 2 unit yang mengalami kerusakan. Sementara itu, dari 26 unit printer terdapat 4 unit yang mengalami kerusakan. Selanjutnya 6 unit AC mengalami kerusakan dari total 12 unit. Meja kerja juga ditemukan 1 unit dalam kondisi rusak dari total 37 unit. Kursi kerja memiliki jumlah kerusakan yang tertinggi yaitu sebanyak 10 unit rusak dari total 65 unit. 
Secara keseluruhan sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sudah dalam kondisi baik. Hal ini sangat dibutuhkan dalam mendukung adminsitrasi perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah  dan Perindustrian Kota Dumai yang lebih maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
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BAB V
ANALISIS KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA DUMAI
Setiap organisasi baik dalam bentuk pemerintahan maupun nonpemerintahan, memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Pada organisasi pemerintah, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh aparatur yang berpedoman pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, sehingga setiap kegiatan yang dijalankan dapat terarah dan selaras dengan visi dan misi instansi.
Kinerja organisasi merupakan keberhasilan setiap aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang kerja masing-masing untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, kinerja organisasi tercermin dari keberhasilan program dan kegiatan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan kualitas, daya saing dan keberlangsungan usaha mereka. Kinerja juga menjadi indikator pencapaian hasil dari usaha-usaha yang dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan pembinaan.
Selanjutnya pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari responden, yaitu pegawai yang terlibat dalam pembinaan UMKM dan pelaku UMKM binaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengetahui persepsi dan penilaian mereka terhadap kinerja dinas dalam melaksanakan pembinaan kepada pelaku UMKM. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas program pembinaan yang dijalankan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembinaan UMKM di Kota Dumai.
A. Identitas Responden
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM di Kota Dumai.
Terkait dengan pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai identitas partisipan penelitian dengan judul analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai. Responden dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 89 orang, yang terdiri dari 19 orang pegawai dan 70 pelaku UMKM.
Penulis membagi peserta penelitian menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan terakhir sebelum menyebarkan kuesioner. Tujuan pembagian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mendukung keakuratan data penelitian dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Berikut adalah identitas responden berdasarkan kategori penelitian:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari pegawai dan pelaku UMKM yang terlibat dalam program pembinaan di Kota Dumai. Sampel tersebut mencakup seluruh pegawai di bidang UMKM serta para pelaku UMKM yang menjadi sasaran pembinaan. Dengan demikian, penulis dapat mengidentifikasi dan menggambarkan jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah (orang)  
	Persentase

	
	
	Pegawai
	Pelaku UMKM
	
	

	1
	Laki-laki
	7
	20
	27
	30%

	2
	Perempuan
	12
	50
	62
	70%

	Jumlah
	19
	70
	89
	100%


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.1 diatas menunjukkan bahwa dari identitas responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yaitu terdiri dari pegawai dan pelaku UMKM berjenis laki-laki berjumlah 27 orang responden atau sekitar 30% dari 89 orang responden, sedangkan pegawai dan pelaku UMKM yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 62 orang responden atau sekitar 70% dari 89 orang responden. 
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Dalam penelitian ini, tingkat usia responden menjadi salah satu dasar bagi penulis untuk melakukan pengelompokan. Perbedaan usia diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Jumlah responden berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
	No
	Usia
	Responden
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	Pegawai
	Pelaku UMKM
	
	

	1
	20 - 30 
	8
	31
	39
	44%

	2
	31 - 40
	4
	14
	18
	20%

	3
	41 - 50
	5
	18
	23
	26%

	4
	51 - 60
	2
	7
	9
	10%

	Jumlah
	19
	70
	89
	100%


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.2 diatas menunjukkan bahwa dari identitas responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini berdasarkan tingkat usia yaitu terdiri dari pegawai dan pelaku UMKM untuk usia 20-30 tahun berjumlah 39 orang responden atau sekitar 44% dari 89 orang responden, sedangkan pegawai dan pelaku UMKM untuk 31-40 tahun berjumlah 18 orang responden atau sekitar 20% dari 89 orang responden, pegawai dan pelaku UMKM 41-50 tahun berjumlah 23 orang responden atau sekitar 26% dari 89 orang responden, serta pegawai dan pelaku UMKM yang berusia 51-60 tahun berjumlah 9 orang responden atau sekitar 10% dari 89 orang responden.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Perbedaan tingkat pendidikan responden menjadi salah satu indikator untuk melihat kecakapan dan kemampuan mereka dalam melaksanakan peran serta tanggung jawab pada proses pembinaan UMKM. Variasi tingkat pendidikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Untuk lebih jelasnya, perbedaan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Pendidikan
	Responden
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	Pegawai
	Pelaku UMKM
	
	

	1
	S2
	2
	-
	2
	2%

	2
	S1
	12
	12
	24
	27%

	3
	D3
	3
	15
	18
	20%

	4
	SMA/SMK
	2
	37
	39
	44%

	5
	SMP
	-
	3
	3
	4%

	6
	SD
	-
	3
	3
	3%

	Jumlah
	19
	70
	89
	100%


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.3 menunjukkan bahwa dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan yaitu untuk pegawai dan pelaku UMKM yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang responden atau sekitar 2% dari 89 orang responden, selanjutnya yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 24 orang responden atau sekitar 27% dari 89 orang responden, selanjutnya yang memiliki tingkat pendidikan D3 berjumlah 18 orang responden atau sekitar 20% dari 89 orang responden, selanjutnya memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK berjumlah 39 orang responden atau sekitar 44% dari 89 orang responden, selanjutnya memiliki tingkat pendidikan SMP berjumlah 3 orang responden atau sekitar 4% dari 89 orang responden dan yang memiliki tingkat pendidikan SD berjumlah 3 orang responden atau sekitar 3% dari 89 orang responden.
B. Analisis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Dumai
Setiap penelitian memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan temuan selama di lapangan, disajikan analisis dan interpretasi sebagai upaya penulis dalam menjawab pokok permasalahan penelitian.
Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Kinerja organisasi mencerminkan hasil kerja yang dihasilkan melalui kegiatan kerja sama antar anggota organisasi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi, yang digerakkan oleh pegawai sebagai pelaku aktif dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam pembinaan UMKM, upaya perbaikan kinerja dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja ini juga penting untuk memberikan dorongan kepada pejabat pelaksana agar melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam organisasi.
Penelitian ini menyajikan data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 89 orang responden. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis berdasarkan indikator kinerja yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2015) yang mencakup input, output, outcome dan impact.
Responden terdiri dari pegawai serta pelaku UMKM yang menjadi sasaran pembinaan. Responden memberikan tanggapan terkait kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan pembinaan UMKM. Hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:
1. Input
Input dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memiliki berbagai sumber daya yang digunakan dalam proses pembinaan UMKM. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang kompeten, data dan informasi untuk program pembinaan, sarana dan prasarana penunjang, serta dukungan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan. Semua komponen ini menjadi modal awal yang penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan UMKM di Kota Dumai. 
Untuk mengukur indikator input dapat diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya jumlah tenaga pendamping yang kompeten dalam pembinaan UMKM, artinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memiliki staf atau petugas yang memiliki keahlian, pengalaman, serta pemahaman yang memadai terkait strategi dan program pembinaan UMKM. Kompetensi tenaga pendamping ini menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pembinaan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan para pelaku UMKM. 
b. Adanya kebijakan atau peraturan yang mendukung pembinaan UMKM, artinya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai menetapkan regulasi, pedoman, atau program resmi yang memberikan dasar hukum serta arahan dalam pelaksanaan pembinaan UMKM. Kebijakan ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait agar pembinaan berjalan terarah, konsisten, dan selaras dengan tujuan pengembangan UMKM.
c. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan UMKM, artinya tersedia fasilitas yang cukup, seperti tempat pelatihan, peralatan, akses internet, dan informasi, yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk membantu proses pembinaan dan pengembangan usaha.
d. Adanya data dan informasi UMKM yang akurat sebagai dasar pembinaan UMKM, artinya tersedia catatan dan informasi yang benar serta lengkap tentang UMKM, sehingga dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan yang tepat sasaran.
Keempat sub indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk lebih jelasnya mengenai indikator input dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.4
Tanggapan Responden terhadap Indikator Input pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya jumlah tenaga pendamping yang kompeten dalam pembinaan UMKM. 
	Frek
	7
	77
	5
	89

	
	
	Skor
	21
	154
	5
	180

	2
	Adanya kebijakan atau peraturan yang mendukung pembinaan UMKM. 
	Frek
	51
	36
	2
	89

	
	
	Skor
	153
	72
	2
	227

	3
	Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan UMKM. 
	Frek
	41
	44
	4
	89

	
	
	Skor
	123
	88
	4
	215

	4
	Adanya data dan informasi UMKM yang akurat sebagai dasar pembinaan UMKM. 
	Frek
	31
	54
	4
	89

	
	
	Skor
	93
	108
	4
	205

	Jumlah
	Frek
	130
	211
	15
	356

	
	% Frek
	37%
	59%
	4%
	100%

	
	Skor
	390
	422
	15
	827


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel V.4 mengenai tanggapan responden terhadap indikator input diperoleh total skor sebesar 827 dari keempat sub indikator. Pada sub indikator pertama yaitu adanya jumlah tenaga pendamping yang kompeten dalam pembinaan UMKM diperoleh skor 180, sub indikator kedua yaitu adanya kebijakan atau peraturan yang mendukung pembinaan UMKM memperoleh skor 227, sub indikator ketiga mengenai adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan UMKM memperoleh skor 215, dan sub indikator keempat mengenai adanya data dan informasi UMKM yang akurat sebagai dasar pembinaan memperoleh skor 205.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai tanggapan responden pada setiap sub indikator input, disajikan diagram pie yang memperlihatkan proporsi skor hasil pengumpulan data melalui kuesioner berikut:
Diagram V.1
Persentase Responden terhadap Indikator Input pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Diagram V.1 mengenai persentase responden terhadap indikator input, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori Cukup Baik, yaitu sebesar 59% atau sekitar 52 orang dari 89 orang responden. Selanjutnya, sebanyak 37% atau sekitar 33 orang dari 89 orang responden menilai bahwa indikator input sudah berada dalam kategori Baik. Sementara itu, terdapat 4% atau sekitar 4 orang dari 89 orang responden yang menilai indikator input masih berada pada kategori Tidak Baik.
Untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan dari skor mengenai indikator input, dapat dilihat melalui garis kontinum berikut: 827



356           TB               593              CB              830               B          1.068
Berdasarkan garis kontinum di atas, hasil tanggapan dari 89 responden terhadap indikator input dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM termasuk kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari perolehan skor sebesar 827 yang berada pada interval 594–830 dengan kategori Cukup Baik.
2. Output 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan output adalah hasil langsung atau luaran dari kegiatan pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Output menggambarkan kuantitas dan kualitas kegiatan yang telah dilakukan, seperti jumlah kegiatan yang diselenggarakan, jumlah pelaku UMKM yang terlibat, serta kegiatan pembinaan UMKM yang terlaksana.
Untuk mengukur indikator output dapat diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya jumlah UMKM yang mengikuti pembinaan, artinya banyaknya pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan usaha pelaku UMKM.
b. Adanya laporan kegiatan yang selesai tepat waktu, artinya seluruh laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kedisiplinan, ketepatan, serta tanggung jawab dari pihak pelaksana kegiatan dalam menyampaikan hasil kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang.
c. Adanya program dan kegiatan pembinaan UMKM yang berhasil terlaksana, artinya seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk membina pelaku UMKM dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara mampu mengelola sumber daya, waktu, dan metode pembinaan secara efektif sehingga kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perkembangan UMKM.
d. Adanya jumlah UMKM yang mendapat sertifikasi dan izin usaha, artinya terdapat pelaku UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat atau dokumen perizinan resmi sebagai bukti legalitas usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan mampu membantu UMKM memenuhi persyaratan administrasi dan standar yang ditetapkan, sehingga usaha pelaku UMKM memiliki pengakuan hukum serta peluang yang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar.
Keempat sub indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk lebih jelasnya mengenai indikator output dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.5
Tanggapan Responden terhadap Indikator Output pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya jumlah UMKM yang mengikuti pembinaan. 
	Frek
	31
	54
	4
	89

	
	
	Skor
	93
	108
	4
	205

	2
	Adanya laporan kegiatan yang selesai tepat waktu. 
	Frek
	45
	41
	3
	89

	
	
	Skor
	135
	82
	3
	220

	3
	Adanya program dan kegiatan pembinaan UMKM yang berhasil terlaksana. 
	Frek
	12
	70
	7
	89

	
	
	Skor
	36
	140
	7
	183

	4
	Adanya jumlah UMKM yang mendapat sertifikasi dan izin usaha. 
	Frek
	42
	41
	6
	89

	
	
	Skor
	126
	82
	6
	214

	Jumlah
	Frek
	130
	206
	20
	356

	
	% Frek
	36%
	58%
	6%
	100%

	
	Skor
	390
	412
	20
	822


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.5 mengenai tanggapan responden terhadap indikator output diperoleh total skor sebesar 822 dari keseluruhan sub indikator. Pada sub indikator pertama yaitu adanya jumlah UMKM yang mengikuti pembinaan diperoleh skor 205, sub indikator kedua yaitu adanya laporan kegiatan yang selesai tepat waktu memperoleh skor 220, sub indikator ketiga mengenai adanya program dan kegiatan pembinaan UMKM yang berhasil terlaksana memperoleh skor 183, dan sub indikator keempat mengenai adanya jumlah UMKM yang mendapat sertifikasi dan izin usaha memperoleh skor 214.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai tanggapan responden pada setiap sub indikator output, disajikan diagram pie yang memperlihatkan proporsi skor hasil pengumpulan data melalui kuesioner berikut:
Diagram V.2
Persentase Responden terhadap Indikator Output pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Diagram V.2 mengenai persentase responden terhadap indikator output, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori Cukup Baik, yaitu sebesar 58% dengan jumlah sekitar 52 orang dari 89 orang responden. Selanjutnya, sebanyak 36% atau sekitar 32 orang dari 89 orang responden menilai bahwa indikator output sudah berada dalam kategori Baik. Sementara itu, terdapat 6% atau sekitar 5 orang dari 89 orang responden yang menilai indikator output  masih berada pada kategori Tidak Baik.
Untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan dari skor mengenai indikator output, dapat dilihat melalui garis kontinum berikut: 822
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Berdasarkan garis kontinum di atas, hasil tanggapan dari 89 responden terhadap indikator output dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM termasuk kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari perolehan skor sebesar 822 yang berada pada interval 594–830 dengan kategori Cukup Baik.
3. Outcome 
Yang dimaksud dengan outcome dalam penelitian ini adalah hasil jangka menengah dari kegiatan pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Outcome mencerminkan perubahan yang terjadi pada pelaku UMKM sebagai akibat dari program yang telah dilaksanakan. Perubahan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan terhadap program, hingga peningkatan penjualan UMKM. 
Untuk mengukur indikator outcome dapat diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kepercayaan pelaku UMKM terhadap program dan kegiatan pembinaan, artinya pelaku UMKM memiliki keyakinan bahwa program dan kegiatan yang diselenggarakan benar-benar bermanfaat serta dapat membantu meningkatkan kemampuan usaha pelaku UMKM. Kepercayaan ini tercermin dari kesediaan UMKM untuk mengikuti setiap kegiatan pembinaan, menerima arahan yang diberikan, dan menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh dalam pengelolaan usahanya.
b. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, artinya melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pelaku UMKM memperoleh tambahan wawasan, pemahaman, serta keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam menjalankan usahanya. Peningkatan ini mencakup kemampuan dalam mengelola keuangan, memasarkan produk, menggunakan teknologi, hingga memperluas jaringan usaha, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang dan berdaya saing.
c. Adanya persentase peningkatan penjualan UMKM setelah mengikuti pembinaan, artinya terdapat kenaikan hasil penjualan produk atau jasa yang dijalankan oleh pelaku UMKM setelah mereka mengikuti program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa materi, arahan, serta strategi yang diberikan dalam pembinaan mampu diterapkan secara nyata oleh pelaku UMKM sehingga berdampak positif pada peningkatan omzet dan perkembangan usaha yang dijalankan.
d. Adanya jumlah UMKM yang berkembang setelah mengikuti pembinaan, artinya terdapat pelaku UMKM yang mengalami kemajuan dalam usahanya setelah mendapatkan pendampingan dari program pembinaan. Perkembangan tersebut dapat terlihat dari peningkatan kapasitas produksi, bertambahnya jumlah pelanggan, perluasan pasar, maupun perbaikan dalam pengelolaan usaha. 
Keempat sub indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk lebih jelasnya mengenai indikator outcome dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.6
Tanggapan Responden terhadap Indikator Outcome pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya kepercayaan pelaku UMKM terhadap program dan kegiatan pembinaan.
	Frek
	58
	27
	4
	89

	
	
	Skor
	174
	54
	4
	232

	2
	Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM. 
	Frek
	65
	23
	1
	89

	
	
	Skor
	195
	46
	1
	242

	3
	Adanya persentase peningkatan penjualan UMKM setelah mengikuti pembinaan. 
	Frek
	43
	43
	3
	89

	
	
	Skor
	129
	86
	3
	218

	4
	Adanya jumlah UMKM yang berkembang setelah mengikuti pembinaan.
	Frek
	53
	34
	2
	89

	
	
	Skor
	159
	68
	2
	229

	Jumlah
	Frek
	219
	127
	10
	356

	
	% Frek
	61%
	36%
	3%
	100%

	
	Skor
	657
	254
	10
	921


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel V.6 mengenai tanggapan responden terhadap indikator outcome diperoleh total skor sebesar 921 dari keempat sub indikator. Pada sub indikator pertama yaitu adanya kepercayaan pelaku UMKM terhadap program dan kegiatan pembinaan diperoleh skor 232, sub indikator kedua yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM memperoleh skor 242, sub indikator ketiga mengenai adanya persentase peningkatan penjualan UMKM setelah mengikuti pembinaan memperoleh skor 218, dan sub indikator keempat mengenai adanya jumlah UMKM yang berkembang setelah mengikuti pembinaan memperoleh skor 229.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai tanggapan responden pada setiap sub indikator outcome, disajikan diagram pie yang memperlihatkan proporsi skor hasil pengumpulan data melalui kuesioner berikut:
Diagram V.3
Persentase Responden terhadap Indikator Outcome pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Diagram V.3 mengenai persentase responden terhadap indikator outcome, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori Baik, yaitu sebesar 61% dengan jumlah sekitar 54 orang dari 89 orang responden. Selanjutnya, sebanyak 36% atau sekitar 32 orang dari 89 orang responden menilai bahwa indikator outcome sudah berada dalam kategori Cukup Baik. Sementara itu, terdapat 3% atau sekitar 3 orang dari 89 orang responden yang menilai indikator outcome  masih berada pada kategori Tidak Baik.
Untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan dari skor mengenai indikator outcome, dapat dilihat melalui garis kontinum berikut: 921
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Berdasarkan garis kontinum di atas, hasil tanggapan dari 89 responden terhadap indikator outcome dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM termasuk kategori Baik. Hal ini terlihat dari perolehan skor sebesar 921 yang berada pada interval 831–1.068 dengan kategori Baik.
4. Impact
Yang dimaksud dengan impact dalam penelitian ini adalah dampak jangka panjang dari pelaksanaan program pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Impact menggambarkan sejauh mana hasil dari pembinaan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, serta pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan. 
Untuk mengukur indikator impact dapat diukur melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru, artinya pelaku UMKM yang telah mengikuti pembinaan mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat menyerap tenaga kerja tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berkembang untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membuka kesempatan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, serta membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitarnya.
b. Adanya peningkatan daya saing UMKM di pasar lokal dan nasional, artinya setelah mengikuti pembinaan pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk, memperbaiki strategi pemasaran, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen sehingga produknya lebih diterima di pasaran. Peningkatan ini tidak hanya membuat UMKM lebih kuat bersaing di pasar lokal, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas jaringan usaha hingga ke pasar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM.
c. Adanya inovasi produk setelah mengikuti pembinaan UMKM, artinya pelaku UMKM mampu menciptakan atau mengembangkan produk baru baik dari segi bentuk, rasa, kemasan, maupun strategi pemasarannya setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari program pembinaan. Inovasi ini menunjukkan adanya kreativitas dan peningkatan kualitas usaha yang dilakukan oleh UMKM sehingga produk yang dihasilkan lebih menarik, memiliki nilai tambah, serta mampu bersaing dengan produk lain di pasaran.
d. Adanya peningkatan peran UMKM dalam mendukung ekonomi daerah, artinya setelah mengikuti pembinaan pelaku UMKM mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan omzet usaha, penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak atau retribusi, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi lokal. Dengan demikian, UMKM tidak hanya berkembang untuk kepentingan usahanya sendiri, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.
Keempat sub indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk lebih jelasnya mengenai indikator impact dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7
Tanggapan Responden terhadap Indikator Impact pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru. 
	Frek
	57
	29
	3
	89

	
	
	Skor
	171
	58
	3
	232

	2
	Adanya peningkatan daya saing UMKM di pasar lokal dan nasional. 
	Frek
	59
	27
	3
	89

	
	
	Skor
	177
	54
	3
	234

	3
	Adanya inovasi produk setelah mengikuti pembinaan UMKM.
	Frek
	70
	17
	2
	89

	
	
	Skor
	210
	34
	2
	246

	4
	Adanya peningkatan peran UMKM dalam mendukung ekonomi daerah.
	Frek
	67
	20
	2
	89

	
	
	Skor
	201
	40
	2
	243

	Jumlah
	Frek
	253
	93
	10
	356

	
	% Frek
	71%
	26%
	3%
	100%

	
	Skor
	759
	186
	10
	955


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel V.7 mengenai tanggapan responden terhadap indikator impact diperoleh total skor sebesar 955 dari keempat sub indikator. Pada sub indikator pertama yaitu adanya kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru diperoleh skor 232, sub indikator kedua yaitu adanya peningkatan daya saing UMKM di pasar lokal dan nasional memperoleh skor 234, sub indikator ketiga mengenai adanya inovasi produk setelah mengikuti pembinaan UMKM memperoleh skor 246, dan sub indikator keempat mengenai adanya peningkatan peran UMKM dalam mendukung ekonomi daerah memperoleh skor 243.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai tanggapan responden pada setiap sub indikator impact, disajikan diagram pie yang memperlihatkan proporsi skor hasil pengumpulan data melalui kuesioner berikut:
Diagram V.4
Persentase Responden terhadap Indikator Impact pada Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Diagram V.4 mengenai persentase responden terhadap indikator impact, terlihat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori Baik, yaitu sebesar 71% dengan jumlah sekitar 63 orang dari 89 orang responden. Selanjutnya, sebanyak 26% atau sekitar 23 orang dari 89 orang responden menilai bahwa indikator impact sudah berada dalam kategori Cukup Baik. Sementara itu, terdapat 3% atau sekitar 3 orang dari 89 orang responden yang menilai indikator impact masih berada pada kategori Tidak Baik.
Untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan dari skor mengenai indikator impact, dapat dilihat melalui garis kontinum berikut: 


955
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Berdasarkan garis kontinum di atas, hasil tanggapan dari 89 responden terhadap indikator impact dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM termasuk kategori Baik. Hal ini terlihat dari perolehan skor sebesar 955 yang berada pada interval 831–1.068 dengan kategori Baik.
Selanjutnya untuk mengetahui secara jelas tanggapan responden dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai yang dilihat melalui empat indikator yaitu Input, Output, Outcome dan Impact. Untuk mengetahui rekapitulasi mengenai penilaian tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai
	No
	Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Input
	Frek
	130
	211
	15
	356

	
	
	Skor
	390
	422
	15
	827

	2
	Output
	Frek
	130
	206
	20
	356

	
	
	Skor
	390
	412
	20
	822

	3
	Outcome
	Frek
	219
	127
	10
	356

	
	
	Skor
	657
	254
	10
	921

	4
	Impact
	Frek
	253
	93
	10
	356

	
	
	Skor
	759
	186
	10
	955

	Jumlah
	Frek
	732
	637
	55
	1.424

	
	% Frek
	51%
	45%
	4%
	100%

	
	Skor
	2.196
	1.274
	55
	3.525


Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.8 di atas hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai menunjukkan bahwa impact mendapatkan skor tertinggi yaitu 955. Outcome menempati posisi selanjutnya dengan skor 921. Selanjutnya input mendapatkan skor 827 dan skor yang terendah yaitu Output dengan total skor 822.
Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan visual mengenai distribusi tanggapan responden terhadap keempat indikator kinerja organisasi tersebut, berikut disajikan diagram pie yang menunjukkan proporsi skor dari setiap indikator yang telah dikumpulkan melalui kuesioner:
Diagram V.5
Rekapitulasi Persentase Responden tentang Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Diagram V.5 yang menunjukkan rekapitulasi persentase responden mengenai keempat indikator kinerja organisasi, dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian pada kategori Baik, yaitu sebesar 51% dengan jumlah sekitar 45 orang dari 89 orang responden. Selanjutnya, sebanyak 45% atau sekitar 40 orang responden dari 89 orang responden menyatakan Cukup Baik. Sementara itu, 4% atau sekitar 4 orang responden dari 89 orang responden yang menyatakan Tidak Baik.
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas tanggapan responden untuk keempat indikator kinerja organisasi dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai  dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:3.525
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Berdasarkan garis kontinum diatas terhadap responden tentang 4 (empat) indikator dilihat dari tanggapan responden sebanyak 89 orang dalam analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai dikatakan Baik karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 3.525 berada pada interval 3.323 – 4.272 dengan kategori Baik.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Dumai
Setelah melakukan penelitian mengenai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai, penulis kemudian menjawab tujuan penelitian kedua. Berdasarkan indikator yang digunakan, dapat dijelaskan Untuk menjawab tujuan yang kedua berdasarkan indikator penelitian yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.
Untuk menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, maka tanggapan responden untuk setiap indikator akan diilustrasikan pada grafik berikut ini:
Diagram V.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Kinerja 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan UMKM di Kota Dumai

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025

Berdasarkan Diagram V.6 di atas dapat terlihat bahwa skor yang berkontribusi lebih besar terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai menurut responden dalam penelitian ini adalah impact dan outcome. sedangkan skor yang berkontribusi lebih kecil terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai menurut responden dalam penelitian ini adalah output dan input.
Sehingga dalam penelitian ini yang memiliki skor paling tinggi menjadi faktor pendukung sedangkan skor yang paling rendah menjadi faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, memiliki beberapa faktor pendukung antara lain:
a. Adanya inovasi produk setelah mengikuti pembinaan UMKM
Hal ini terlihat dari usaha pelaku UMKM yang mampu mengembangkan produk menjadi lebih bervariasi dan memiliki nilai tambah setelah mendapatkan pembinaan. Melalui pendampingan dan arahan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kota Dumai, pelaku UMKM termotivasi dalam menciptakan produk baru maupun memodifikasi produk lama agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya inovasi ini, daya saing produk UMKM dapat meningkat sehingga mampu bersaing dengan produk lain di pasaran.
b. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan UMKM
Dengan hal ini, pembinaan yang dilakukan memberikan manfaat nyata berupa bertambahnya wawasan serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha. Kegiatan yang diberikan mencakup berbagai aspek seperti manajemen usaha, pemasaran, serta peningkatan kualitas produk. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut, pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya, mampu mengembangkan strategi yang lebih baik serta meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi tantangan dunia usaha.
2. Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, memiliki beberapa faktor penghambat antara lain:
a. Masih kurangnya program dan kegiatan pembinaan yang berhasil terlaksana
Hal ini terlihat dari masih ditemukannya program maupun kegiatan pembinaan yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pencapaian tujuan pembinaan yang seharusnya mampu meningkatkan kualitas serta daya saing pelaku UMKM. Kegiatan pembinaan yang belum optimal tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mendapatkan manfaat secara maksimal sehingga proses pengembangan usaha berjalan kurang efektif.
b. Masih kurangnya jumlah tenaga pendamping yang kompeten dalam pembinaan UMKM
Lemahnya kualitas pembinaan UMKM juga disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga pendamping yang memiliki kompetensi memadai. Tenaga pendamping berperan penting dalam memberikan arahan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Namun, dengan jumlah pendamping yang terbatas, pembinaan menjadi kurang merata dan tidak sepenuhnya dapat menjangkau seluruh UMKM. Hal ini mengakibatkan masih adanya pelaku UMKM yang belum terlayani dengan baik sehingga proses pembinaan tidak berjalan secara optimal.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai, penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil temuan penelitian sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM di Kota Dumai dilihat menggunakan teori (Mahmudi, 2015) dengan 4 indikator yaitu input, output, outcome dan impact. Dari hasil penelitian diperoleh skor total 3.525 dari 89 responden yang masuk dalam interval 3.323 – 4.272 dengan persentase frekuensi tanggapan responden sebesar 51% berada pada kategori baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM cukup optimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam pembinaan UMKM dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya inovasi inovasi produk yang muncul setelah mengikuti pembinaan serta adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif, adaptif, dan siap bersaing dalam mengembangkan usahanya. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang perlu diperhatikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, antara lain masih kurangnya program dan kegiatan pembinaan yang berhasil mencapai target serta terbatasnya jumlah tenaga pendamping yang kompeten. Hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya pemerataan pembinaan dan kurang maksimalnya hasil yang dicapai oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, meskipun pembinaan UMKM di Kota Dumai telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal kualitas program dan ketersediaan tenaga pendamping agar pembinaan dapat terlaksana lebih efektif dan menyeluruh.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Disarankan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas program pembinaan agar pelaksanaannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat perencanaan kegiatan, memperjelas sasaran, serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa setiap program benar-benar memberi dampak positif bagi pelaku UMKM.

2. Disarankan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai untuk menambah jumlah tenaga pendamping yang kompeten serta meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memadai dan profesional, proses pembinaan UMKM dapat berjalan lebih efektif, menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, serta mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM di Kota Dumai.
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